
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR A  TAHUN2012

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

Menimbang : a.  bahwa Rumah Potong Hewan merupakan fasilitas pemerintah yang
disediakan untuk menjamin  keamanan pangan asal  hewan dan
pemanfaatannya dilakukan dengan baik guna kepentingan Pemerintah
Daerah dan masyarakat Kabupaten Pontianak.

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah
Kabupaten Pontianak Nomor 07 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah
Potong Hewan perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi

Rumah Potong Hewan;

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang  Darurat  Nomor  3 Tahun  1953 tentang  Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II  di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor-352) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1959  Nomor 72,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1981  Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008  Nomor 59,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

.6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5038);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor  130,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5049);

9. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun  2011  tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011  Nomor 82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5234);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,  Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12.Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011);

13.Peraturan Derah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

Dan

BUPATl PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG
HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak.

3. Bupati adalah Bupati Pontianak.

4. Kepala Dinas adalah Dinas Pertanian Reternakan Perkebunan dan Kehutanan

kabuoaten Pontianak.



5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Retribusi Rumah Potong Hewan adaiah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
pemakaian Rumah Potong hewan beserta fasilitas Iainnya yang dibangun oleh
Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.

7. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besamya

retribusi terutang.

8. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat
yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran.

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah
surat keputusan yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.

10. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

11. Pendaftaran dan  Pendataan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk memperoleh
data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan
cara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

12. Nomor Pokok wajib Retribusi Daerah disingkat NPWRD adalah Nomor wajib retribusi

yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang.

14. Pemeriksaan antemortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih/

dipotong.

15. Pemeriksaan postmortem adalah pemeriksaan daging (karkas) dan bagian  bagian

Iainnya setelah selesai proses penyembelihan / pemotongan.

BAB II
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Objek.Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas setiap pemanfaatan

atau menggunakan jasa potong hewan.

Pasal 3

(1) Objek Reribusi adalah  pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak
termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong,
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

a) Penyewaan kandang dan kendaraan pengangkut daging
b) Jasa pemeriksaan antemortem dan postmortem;dan
c) Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di Rumah Potong

Hewan

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki

dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMD dan pihak swasta.



Pasal 4

(1) Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa Rumah Potong Hewan.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan
jasa rumah potong hewan yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha,

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkani jenis pelayanan, jenis hewan yang akan
dipotong dan/atau diperiksa, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana

yang digunakan dalam memberikan pelayanan

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Prinsip yang dianut  dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah
Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan Rumah Potong Hewan tersebut dilakukan secara efisien

dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 9

Penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang dilakukan dalam bentuk kerja sama antara
Pemerintah Daerah dan pihak swasta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BABV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal10

Struktur dan Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah



Pasal 11

(1)

(2)

Besarnya tarif retribusi pemotongan sapi, kerbau, babi, kambing dan domba per ekor di
Rumah Potong Hewan milik pemerintah untuk keperluan usaha yang harus dibayar
oleh subvek retribusi adalah sebaaai berikut:

Besarnya tarif retribusi pemeriksaan antemortem dan postmortem sapi, kerbau, babi,
kambing dan domba perekor untuk keperluan usaha yang dipotong di Rumah Potong

Hp.wan milik swasta adalah sebaqai berikut:

Pasal 12

(1)  Besarnya tarif retribusi pemotongan ayam perekor di Rumah Potong Hewan milik
pemerintah.  untuk ' keperluan  usaha  yang  hams  dibayar  oleh  Subjek

retribusi adalah;

(2)  Besarnya tarif retribusi pemeriksaan antemortem dan postmortem ayam pereKor umuK
keperluan usaha yang dipotong di Rumah' Potong Hewan milik swasta adalah sefaagai

Koril̂ l it-

BAB VI
PEN1NJAUAN TAR1F RETR1BUS1

Pasal 13

(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Pp.raturan Runati.

NO

1.
2.
3.
4.
5.

JENISHEWAN

SAPI
BABI
KERBAU
KAMBING
DOMBA

HARGAPASAR/KILOGRAM(Rp)

75.000,00
45.000,00
70.000,00
60.000,00
60.000,00

TARIFRETRIBUSI/EKOR (Rp)

50.000,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

NO

1.
2.
3.
4.
5.

JENISHEWAN

SAPI
BABI
KERBAU
KAMBING
DOMBA

HARGAPASAR/KILOGRAM(Rp)

75.000,00
45.000,00
70.000,00
60.000,00
60.000,00

TARIFRETRIBUSI/EKOR(Rp)

15.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

NO

1.

JENISHEWAN

Ayam

HARGAPASAR/KILOGRAM(Rp)

25.000,00

TARIFRETRIBUSI/EKOR(Rp)

1.000,00

NO

1.

JENISHEWAN

Ayam

HARGAPASAR(KILOGRAM(Rp)

25.000,00

TARIFRETRIBUSI/EKOR(Rp)

200,00



BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumenjain yang
dipersamakan

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian kesatu
Tata cara Pemungutan

Pasal 16

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis bagi pemotong yang melaksanakan
pemotongan di Rumah Potong Hewan/di luar Rumah potong.

(2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% ( dua persen ) setiap
bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan

menggunakan STRD.

(3) Penagihan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat

Teguran

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur

dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 17

(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang
berkaitan langsung dengan penyelanggaran pelayanan yang bersangkutan.

(2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar40% (empat puluh persen) dari realisasi penerimaan.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 18

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan vanci jelas.



(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKRD atau dokumen- lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib
Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan
penagihan Retribusi.

Pasal 19

(1) Bupati daiam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian
hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan

oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
tidak memberi  suatu keputusan,  keberatan yang diajukan tersebut dianggap

dikabulkan.

Pasal 20

(1) Jika  pengajuan  keberatan  dikabulkan  sebagian  atau  seluruhnya,  kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbaian bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua bulan).

(2) Imbaian bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak. bulan pelunasan

sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian kesatu
Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 21

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai / lunas.

(2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.

(4) Hasil pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas daerah.

(5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan
Peraturan Buoati.



Bagian kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 22

(1) Bupati  atas permohonan wajib retribusi  setelah memenuhi  persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur
atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga  sebesar  2 % (dua
persen) setiap bulan.

(2) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan
dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga
Penagihan

Pasal 23

(1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan

STRD atau surat lain yang sejenis,
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan

Surat Teguran.
(3) STRD atau surat lain yangsejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan

retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

(4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib
retribusi yang terutang.

(5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan
kelebihan pembayaran  retribusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus

memberikan keputusan.
(3) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dillampaui dan Bupati

tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi
dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama

1 (satu) bulan.
(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran

retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka
waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi sebaaaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.



BAB XII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan
dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi dan yang terutang dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena
kesalahannya.

(3) Wajib Retribusi  dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan
ketetapan retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan,
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hams disampaikan secara
tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan
yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan

diterima.
(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan,
pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui
waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- tertangguh

jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak

langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

(1)  Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.



(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah
kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluarsa diaturdengan Peratur.an Bupati.

BAB XIV
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 28

(1)  Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatutan pemenuhan
kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pemakajan Kekayaan Daerah.

(2).  Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
a. memperbaiki dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi

dasarnya dan dokumen Iain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang
terutang.

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan

c. memberikan keterangan yang diperlukan .

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 29

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberikan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam Rangka jabatan atau
pekerjaannya  untuk  menjalankan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah;

(2) Larangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Bupati  untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam siding

pengadilan;
b. Pejabat dan/ atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan

keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaks.ud' pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang
Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk;'

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas
permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata,
Bupati dapat member izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan
memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib retribusi yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama
tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara
pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.



BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil  tertentu di  lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang  Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
a.Menerima,  mencari,  mengumpulkan  dan meneliti  keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b.Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang retribusi;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana dibidang retribusi;
e.Melakukan  penggeledahan  untuk  mendapatkan  barang  bukti  pembukuan,

pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti

tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang retribusi;
g.Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada

saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
i.  Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;
j.  Menghentikan penyidikan; dan
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)  Penyidik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  memberitahukan  dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara, Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Wajib retribusi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang
terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.



Pasal 33

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak
rriemenuh! kewajiban merahasiakan ha( sebagafmana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan dipidana denda paling
banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
sifatnya" adalah menyangkut kepenttngan pribadf seseorang atau Badern selaku Wajib
retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) merupakan

penerimaan negara.
BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah  Kabupaten Pontianak
Nomor 07 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Nomor
06 Tahun 2003 Seri C Nomor 03) serta Peraturan yang ada yang mengatur hal yang sama

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di  Mempawah
pada tanggal,  10-2-2012

BUPATI PONTIANAK,

ttd

RIA NORSAN
Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 10-2-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

ttd

GUSTI RAM LAN A
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,

Kpnala Baaian Hukum

JULI SURYADI B



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 4 TAHUN2012

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi  Rumah  Potong  Hewan  merupakan  salah  satu  sumber

Pendapatan Asli Daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan dan

pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  peningkatan

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk mencapal hasil yang optimal dalam
menggali sumber PAD maka Pemerintah Daerah perlu menyiapkan suatu

landasan hukum berupa Peraturan Daerah untuk melaksanakan pemungutan

Retribusi Daerah.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Pontianak Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan harus
diiakukan penyesuaian sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang

tersebut .

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas



Pasal 11
Ayat(1)
Besarnya tarif retrhusi pemotongan sapi, babi, kerbau. Kambjng, dan
domba di Rumah Potong Hewan milik pemerintah dihitung berdasarkan :
a. Sapi; tarif retribusi yang harus dibayar Rp. 50.000,00 dengan perincian

sp.banai berikut :

b. Babi ; tarif retribusi yang harus dibayar Rp.2b.UUU,UU aengan penncian

sebagai berikut:

c. Kerbau, kambing dan domba^ tarif retribusi yang narus aiDayar
Rn ?0_000.00 denaan oerincian (sesuaikan berdasarkan tarif) :

Ayat (2)
Cukup jelas

No

1.

2.

3.

4.

5.

Jenisbarang/kegiatan

Biayaadministrasi
Biayapenyewaankandang
Biaya penyewaan kendaraan

pengangkutdaging
Biaya jasa pemeriksaan
AntemortemdanPosmortem
Biaya pemakaian dan tempat
pemotongan

Besarnyabiaya
sewa/ekor/hari

(Rp)
5.000,-

10.000,-

10.000,-

15.000,-

10.000,-

No

1.

2.

3.

4.

5.

Jenisbarang/kegiatan

Administrasi
Kandangpenampungan
Kendaraanpengangkutdaging
Tempat pemotongan dan

penyelesaianpemotongan
Jasa pemeriksaan Antemortem

danPosmortem

Besarnyabiaya
sewa/ekor/hari

(Rp)
3.000,-

4.000,-

4.000,-

5.000,-

9.000,-

No

1.

2.

3.

4.

5.

Jenisbarang/kegiatan

Administrasi
Kandangpenampungan
Kendaraanpengangkutdaging
Tempat pemotongan dan
penyelesaianpemotongan:-
Jasa pemeriksaan Antemortem
danPosmortem

Besarnyabiaya
sewa/ekor/hari

(Rp)
2.000,-

4.000,-

4.000,-

4.000,-

6.000,-



Pasal 12
Ayat(1)
Besarnya tarif retribusi pemotongan ayam d Rumah Potong Hewan milik
Demerintah adalah Rd 1.000,- dengan perincian sebagai berikut:

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasa!15
Saat retribisi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau karcis

retribusi ditetapkan.
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukuo ielas

No

1.

2.

3.

4.

Jenisbarang/kegiatan

Administrasi
Kandangpenampungan
Tempat pemotongan dan
penyelesaianpemotongan
Jasa pemeriksaan Antemortem dan

Posmortem

Besarnyabiaya
sewa/ekor/hari

(Rp)
200,-

200,-

-
400,-

200,-




